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ABSTRAK

PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN MANAJEMEN RISIKO
INDUSTRI PERBANKAN DI INDONESIA

OLEH

WAYAN SWARTE

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh struktur
kepemilikan dan tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan manajemen risiko
industri  perbankan di Indonesia. Pengukuran variabel dependen yaitu
pengungkapan manajemen risiko dalam penelitian ini mengacu pada surat edaran
Bank Indonesia No 14/35/DPNP tahun 2012 tentang isi laporan tahunan bank
umum dan laporan tahunan tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. Sampel ditentukan berdasarkan
tekhnik purposive sampling sehingga diperoleh sampel sebanyak 32 perusahaan
dengan 160 data obesevasi. Uji pada hipotesis dilakukan dengan regresi linier
berganda.  Hasil penelitian menunjukan bahwa kepemilikan manajemen
berpengaruh negatif dan tidak siginifikan terhadap pengungkapan manajemen
risiko, kepemilikan asing dan ukuran komite audit berpengaruh positif dan tidak
signifikan, selanjutnya variabel kepemilikan publik dan ukuran komisaris
independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan manajemen
risiko.

Kata kunci: Pengungkapan risko manajemen, tata kelola perusahaan, struktur
kepemilikan, kepemilikan publik, ukuran komisaris independen.



ABSTRACT

THE INFLUENCE OF OWNERSHIP STRUCTURE AND CORPORATE
GOVERNANCE ON THE DISCLOSURE OF RISK MANAGEMENT THE
BANKING INDUSTRY IN INDONESIA

BY

WAYAN SWARTE

This study aims to provide empirical evidence of the influence of ownership
structure and corporate governance on the disclosure of risk management in the
banking industry in Indonesia. The measurement of the dependent variable, namely
the disclosure of risk management in this study, refers to the circular letter of Bank
Indonesia No. 14/35 / DPNP 2012 concerning the Contents of Commercial Bank
Annual Reports and Certain Annual Reports Delivered to Bank Indonesia. The
sample used in this study is a banking company listed on the Indonesia Stock
Exchange in 2013-2017. Samples were determined based on purposive sampling
technique and obtained a final sample of 32 companies with 160 data observations.
The results of this study indicate that the higher management ownership of
company shares, the lower the disclosure of company risk management. On the
other hand, the higher of the public ownership and the more number of independent
commissioners, the higher disclosure of company risk management.

Keywords: Disclosure of risk management, corporate governance, ownership
structure, public ownership, independent commissioner size.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi global menuntut perusahaan perbankan untuk mampu
menghadapi persaingan. Dengan semakin tingginya tingkat persaingan bisnis antar
perbankan, manajemen perusahaan akan berusaha untuk menyeimbangkan
pertumbuhan dan risiko yang dihadapi. Sehingga perbankan dituntut untuk mampu
mengelola risiko sebagai akibat dari adanya perkembangan transaksi bisnis dan

semakin tingginya persaingan antar perbankan.

Pengelolaan manajemen risiko yang baik dapat meminimalisir dan mencegah
terjadinya kecurangan yang dapat merugikan perbankan. Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 142/PMK.010/2009 menjelaskan bahwa risiko adalah potensi
terjadinya suatu perstiwa yang dapat menimbulkan kerugian. Kewajiban
pengungkapan manajemen risiko juga tercantum dalam peraturan Bank Indonesia
Nomor 11/25/PBI/2009 yang berisi tentang penerapan manajemen risiko bagi bank
umum. Peraturan ini didasarkan pada semakin kompleksnya produk dan aktivitas
bank maka risiko yang dihadapi bank akan semakin meningkat, dengan peningkatan
risiko yang dihadapi bank maka perlu diimbangi dengan kualitas penerapan

manajemen risiko.



Perdebatan mengenai pentingnya pelaporan risiko dimulai pada awal tahun 1998
ketika Institute of Chatered Accountants di Inggris dan Wales (ICAEW)
menerbitkan sebuah makalah diskusi yang berjudul “Financial Reporting of Risk
Statements for a Statements of Businesss Risk”. ICAEW menyarankan kepada
manajemen perusahaan untuk menyajikan informasi pengungkapan manajemen
risiko dalam laporan tahunan untuk memfasilitasi para stakeholder dalam

pengambilan keputusan (Linsley dan Shrives, 2006).

Runtuhnya beberapa perusahaan Amerika Serikat baik karena kecurangan maupun
penipuan pelaporan akuntansi seperti yang di alami oleh Enron dan Worldcom,
membuat beberapa perusahaan berinsiatif untuk meningkatkan good corporate
governance dengan memberikan perhatian terhadap peran dari manajemen risiko

(Subramaniam, dkk, 2009).

Di Indonesia, belakangan ini masih menjadi isu baru yaitu mengenai pembobolan
14 Bank BUMN dan Swasta oleh perusahaan pembiayaan PT. Sunprima Nusantara
Pembiayaan (SNP) Finance senilai Rp. 14 T. PT. SNP berhasil memperoleh kredit
dari Bank Mandiri sebesarat Rp. 10 T sedangkan sisanya sebesar Rp 4 T adalah
akumulasi dari 13 Bank lainnya. Hal ini terjadi karena ketidak hati-hatian
perbankan dalam menyalurkan kredit serta tidak berjalannya pengelolaan
manajemen risiko dengan baik. Hal ini diduga kuat terjadi karena ada rekayasa
dalam pembukuan laporan keuangan yang dilakukan salah satu The Big Five
Akuntan Publik di Indonesia atas laporan keuangan SNP Finance,

(www.beritasatu.com).



http://www.beritasatu.com/

Kasus kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan berdampak pada
berkurangnya kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap keandalan dan ke
akuratan angka-angka dalam laporan keuangan. Laporan keuangan dianggap tidak
menggambarkan kondisi yang sesungguhnya yang terjadi pada perusahaan tetapi
haya disusun berdasarkan standar dan aturan akuntansi. Hal ini menyebabkan
banyak permintaan dari para stakeholder agar perusahaan melakukan perluasan

pengungkapan dalam laporan keuangan (Gunawan dan Zakiyah, 2017).

Untuk menghindari terjadinya risiko yang dihadapi perbankan dan untuk
melindungi para pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan maka perbankan dituntut untuk mampu mengeloa
manajemen risiko dengan baik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga
yang mengawasi kegiatan jasa keuangan melalui peraturan POJK Nomor
55/POJK.03/2016 yang dinyatakan dalam pasal 2 ayat 1 yaitu Bank wajib
menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank

pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Transparancy adalah salah satu prinsip dari tata kelola perusahaan yang dilakukan
perusahaan melalui pengungkapan (disclosure). Pengungkapan (disclosure) akan
meningkatkan kepercayaan publik terhadap manajemen perusahaan di dalam sistem
korporasi. Dengan kata lain kualitas mekanisme tata kelola perusahaan seharusnya

dapat dilihat dari keterbukaan atau transparansi (Fathimiyah dkk., 2012).



Dalam rangka menciptakan tata kelola perusahaan yang baik untuk mencapai tujuan
perusahaan dan memberikan informasi yang berkualitas kepada pihak yang
berkerpentingan, maka diperlukan pengawasan dan tata kelola yang baik dalam
perusahaan. Mekanisme tata kelola perusahaan yang terdiri dari Struktur
kepemilikan yang meliputi kepemilikan manajemen, kepemilikan publik,
kepemilikan domestik dan kepemilikan asing (Hapsoro, 2007 dalam Prayoga dan
Almilia, 2013). Untuk mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang
baik maka diperlukan adanya implementasi, implementasi yang dapat dilakukan
melalui mekanisme internal. Mekanisme internal berkaitan dengan pengendalian
internal perusahaan, yang mencakup peranan dewan komisaris Independen dan

komite audit..

Soemarso (2017:230) menyatakan bahwa lembaga atau institusi yang terlibat dalam
tata kelola perusahaan terdiri atas, pemegang saham, stakeholder lain, dewan
komisaris, direksi (manajemen), regulator dan profesi lainnya seperti (profesi
akuntan, akuntan publik dan profesi atau lembaga penunjang pasar modal lainnya).
Mekanisme tata kelola yang berasal dari dalam dan luar perusahaan dan dari
pemerintah harus dirancang sedemikian rupa sehingga tercapai keseimbangan
kekuatan (balance of power) antara pihak-pihak yang menangani tata kelola.
Keseimbangan kekuatan berhubungan dengan tugas dan wewenang masing-masing
pihak dalam struktur tata kelola. Pihak-pihak tersebut dapat dikelompokan
menjadi pihak regulator (otoritas jasa keuangan), profesi (akuntan, akuntan publik,
konsultan hukum appraisal, aktuaris, business valuer), dan internal perusahaan

(pemegang saham, dewan komisaris, direksi dan pimpinan perusahaan lainnya).



Pengungkapan manajemen risiko dapat diartikan sebagai pengungkapan atas risiko-
risiko yang telah dikelola perusahaan atau pengungkapan atas bagaimana
perusahaan dalam mengendalikan risiko di masa mendatang (Amran dkk., 2009).
Manfaat pengungkapan informasi oleh perusahaan-perusahaan pencari laba (profit
making enterprise) berdasarkan 3 kategori kepentingan yaitu: kepentingan
perusahaan, kepentingan investor dan kepentingan nasional. Proses pengelolaan
risiko sebaiknya diungkapkan oleh perusahaan melalui pengungkapan manajemen
risiko.  Salah satu media yang sering digunakan adalah annual report.
Pengungkapan manajemen risko merupakan hal yang penting dalam pelaporan
keuangan, karena pengungkapan risiko perusahaan adalah dasar dari praktik

akuntansi dan investasi (Abraham dan Cox, 2007).

Kepemilikan manajemen merupakan pemegang saham dari pihak manajemen
(dewan komisaris dan direksi) yang secara aktif ikut dalam mengambil keputusan
perusahaan (Almikyala dan Andayani, 2017). Penelitian mengenai pengaruh
kepemilikan manajemen perusahaan terhadap pengungkapan manajemen risiko
dilakukan oleh Fathimiyah dkk., (2012), Prayoga dan Almilia (2013), Roberto dan
Tarigan (2013), Sulistyaningsih dan Gunawan (2016). Studi-studi tersebut
melakukan penelitian pada perusahaan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia
menunjukan bahwa kepemilikan manajemen tidak berpengaruh terhadap
pengungkapan manajemen risiko. Hal ini dikarenakan manajemen tidak hanya
berperan sebagai pengelola perusahaan saja melainkan juga berperan sebagai

pemegang saham. Oleh sebab itu manajemen akan bertanggung jawab atas seluruh



kegiatan usaha yang telah dilakukannya dengan melakukan pengungkapan dalam
laporan keuangan perusahaan. Semakin tinggi presentase kepemilikan saham
manajerial suatu perusahaan menyebabkan semakin besar pula tanggung jawab
manajemen dalam mengambil suatu keputusan sehingga pengungkapan manajemen

risiko pun menjadi semakin tinggi (Fathimiyah dkk., 2012).

Kepemilikan publik adalah kepemilikan saham perusahaan oleh masyarakat umum
atau oleh pihak luar (Sulistyaningsih dan Gunawan, 2016). Perbedaan proporsi
saham yang dimiliki oleh investor luar dapat mempengaruhi kelengkapan
pengungkapan (disclosure) oleh perusahaan. Hal ini karena, semakin banyak pihak
yang membutuhkan informasi tentang perusahaan, maka semakin banyak pula

detail-detail informasi yang dituntut untuk diungkapkan.

Menurut undang-undang No. 25 Tahun 2007 pada pasal 1 angka 6 kepemilikan
asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan pemerintah
asing yang melakukan penanaman modal di wilayah republik Indonesia. Partisipasi
asing terhadap risiko perbankan, khususnya melalui jalur kepemilikan asing
kedalam pasar domestik, meningkatnya kehadiran manajer manajer asing dalam
perbankan domestik, meningkatnya permintaan dari konsumen asing Yyang
membutuhkan pelayanan dari perbankan domestik, atau meningkatnya utang-utang
asing akibat aliran modal asing yang masuk (Fathimiyah dkk., 2012), Sehingga, jika
semakin tinggi kepemilikan asing maka tingkat pengungkapan risiko manajemen

juga akan semakin besar.



Agensi teori menjelaskan bahwa terdapat perilaku moral hazard dimana agen
mengorbankan kepentingan pihak prinsipal, sehingga dibutuhkan pihak independen
yang dapat menjembatani manajemen dan para pemegang saham. Komisaris
independen dapat dikatakan sebagai pendukung dari efisiensi dewan komisaris
(Bahrami dan Bijan, 2015). Independesi dewan komisaris dapat mencerminkan
tingkat transparasi dalam perusahaan atau organisasi. Desender dan Esteban (2009)
menjelaskan dengan adanya komisaris independen sebagai media dalam
meningkatkan kualitas pemantauan terhadap perencanaan dan implementasi
manajemen risiko yang kemudian berdampak pada pencegahan terhadap

kecurangan, dan perilaku oportunistik dari pihak manajemen.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 komite audit
adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada
dewan komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Anggota
komite audit berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang yang berasal dari komisaris
independen dan pihak luar emiten atau perusahaan publik. Menurut teori
keagenan, komite audit sebagai komite penunjang dewan komisaris diprediksi
dapat mempengaruhi praktik pengungkapan risiko perusahaan (Mubarok dan
Rohman, 2013). Hal tersebut diprediksi dengan efektifnya keberadaan dan kinerja
komite audit dapat membantu dewan komisaris dalam fungsi pengawasan,
khususnya dalam memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara
wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (KNKG, 2006).
Semakin besar jumlah anggota Komite Audit dalam perusahaan dapat

mempengaruhi luas pengungkapan risiko (Mubarok dan Rohman, 2013).



Penelitian pada perusahaan non keuangan di Malaysia, mengungkapkan ada
asosiasi positif antara size dan tingkat pengungkapan risiko (Amran dkk., 2009).
Penelitian yang dilakukan oleh Suhardjanto dan Dewi (2011) di perbankan
Indonesia, hasil penelitiannya, menunjukan tata kelola perusahaan dapat

mempengaruhi tingkat pengungkapan risiko finansial.

Pada penelitian Fathimiyah dkk., (2012) yang berjudul pengaruh struktur
kepemilikan terhadap pengungkapan manajemen risiko menunjukan bahwa
kepemilikan manajemen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen
risiko. Dalam penelitian Kristiono dkk., (2014) yang berjudul pengaruh struktur
kepemilikan, struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan
manajemen risiko hasilnya adalah hanya ukuran perusahaan berpengaruh terhadap
pengungkapan manajemen risiko yang mempunyai pengaruh signifikan pada

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Sementara itu penelitian lainnya yang dilakukan oleh Adiyanto (2018) menyatakan
bahwa bahwa secara parsial ukuran bank, profitabilitas dan anggota komisaris
dengan latar belakang lembaga pengawasan perbankan, signifikan terhadap
pengungkapan risiko perusahaan, sedangkan kepemilikan saham publik, Jumlah
total dewan komisaris dan jumlah rapat dewan komisaris tidak signifikan ternadap
pengungkapan risiko perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan dan
Zakiyah (2017) dengan sampel penelitian perusahaan non keuangan di Indonesia,
hasil penelitian menunjukkan bahwa reputasi auditor dan ukuran perusahaan

berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko, sedangkan variabel



kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, dan leverage tidak berpengaruh
terhadap pengungkapan manajemen risiko. Sedangkan penelitian yang dilakukan
Roberto dan Tarigan (2013), hasil penelitian menunjukkan pengaruh tingkat
leverage yang signifikan, sedangkan kepemilikan manajerial, kepemilikan publik
dan tingkat profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat

pengungkapan manajemen risiko.

Pengungkapan manajemen risiko perbankan di Indonesia berdasarkan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Huang (2006) yang berjudul Bank Disclosure Index:
Global Assessment of Bank Disclosure Practice, penelitian ini dilakukan dengan
menghitung komposit indeks dari pengungkapan perbankan di 180 negara sejak
tahun 1994. Dalam penelitian ini pengukuran dilakukan atas pengungkapan
informasi perbankan dikaitkan dengan asset, liabilities, funding, income dan profil
risiko. Hasil penelitian ini menunjukan Indonesia berada di posisi ke-55 dari 177
negara. Hasil ini menunjukan hasil yang tidak begitu memuaskan, posisi Indonesia
di Negara Asean masih dibawah Thailand yang berada di posisi (29), Malaysia
posisi (44), Singapura posisi (45) dan Philipina posisi (48). Sementara di Asia
Hongkong berada di posisi (1) kemudian Bahrain diposisi (6), Qatar di posisi (8)
dan Jepang di posisi (12). Jika dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara
Indonesia hanya lebih mengungguli Kamboja yang berada di posisi (128), Vietnam

(135), Brunei Darussalam posisi (169) dan Laos (175).

Sementara itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penerapan tata kelola

perusahaan yang baik good corporate governance oleh perusahaan di Indonesia.
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Pasalnya, penerapan tata kelola perusahaan di Indonesia saat ini relatif tertinggal
dibandingkan negara-negara di kawasan ASEAN. Menurut OJK pencapaian
Indonesia masih tertinggal dari Thailand yang mampu menempatkan 23 Emiten,
Filipina 11 Emiten, Singapura 8 Emiten dan Malaysia 6 Emiten, Sedangkan
Indonesia hanya terdapat 2 emiten yang masuk kedalam daftar 50 Terbaik dalam
prakti good corporate governance di ASEAN. Kedua Emiten tersebut ialah Bank
Danamon dan Bank CIMB Niaga (cnnindonesia.com, 20/09/2017). Sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Zaidirina dkk., (2017) menemukan bahwa bank-
bank Indonesia hanya melaporkan item pengungkapan dengan total skor rasio 50%.
Bisnis Indonesia percaya bahwa tata kelola perusahaan dapat meningkatkan daya
saing dan nilai pemegang saham (good news). Namun, tata kelola perusahaan tidak
mencakup nilai-nilai yang berjalan secara sistematis tetapi hanya diterapkan demi
tindakan kuratif. Oleh karena itu, penipuan dan pengambilalihan pemegang saham

minoritas dan pembayar pajak masih berlanjut dalam praktik (bad news).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Huang (2006) serta pencapaian Indonesia
dalam praktik pengungkapan good corporare governance di tingkat ASEAN pada
tahun 2017 mendorong dilakukannya penelitian mengenai pengungkapan
manajemen risiko perbankan di Indonesia. Hal ini dikarenakan industri perbankan
adalah perusahaan yang memiliki tingkat risiko yang tinggi dalam menjalankan
aktivitas operasionalnya dibandingkan dengan industri yang lainnya.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perbedaan hasil beberapa penelitian

terdahulu maka judul penelitian ini adalah “Pengaruh Struktur Kepemilikan dan



11

Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko

Industri Perbankan di Indonesia”.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah pengujian pengaruh struktur kepemilikan
dan tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan manajemen risiko: kepemilikan
manajemen, kepemilikan institusi asing, kepemilikan publik, ukuran komite audit dan
ukuran komisaris independen sebagai variable independen. Penelitian ini
menggunakan objek perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

(BEI).

1.3  Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Apakah kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap Pengungkapan
manajemen risiko?
2. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen
risiko?
3. Apakah kepemilikan publik berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen
risiko?
4. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan
manajemen risiko?
5. Apakah ukuran dewan komisaris independen berpengaruh terhadap

pengungkapan manajemen risiko?
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.4.1 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukan diatas, maka tujuan penelitian ini
dapat dijelaskan sebagai berikut
1. Memberikan bukti empiris pengaruh kepemilikan manajemen terhadap
pengungkapan manajemen risiko
2. Memberikan bukti empiris pengaruh kepemilikan asing terhadap
pengungkapan manajemen risiko
3. Memberikan bukti empiris pengaruh kepemilikan publik terhadap
pengungkapan manajemen risiko
4. Memberikan bukti empiris pengaruh ukuran komisaris independen terhadap
pengungkapan manajemen risiko
5. Memberikan bukti empiris pengaruh ukuran komite audit terhadap

pengungkapan manajemen risiko

1.4.2 Manfaat Penelitian

1.4.2.1 Manfaat Teoritis

Bagi para investor, baik investor potensial atau analis, hasil penelitian ini dapat
memberi masukan memberikan informasi mengenai pengaruh struktur kepemilikan
dan tata kelola perusahaan, terhadap pengungkapan manajemen risiko industri
perbankan di Indonesia.

Bagi pihak manajemen perusahaan, dapat memberikan masukan mengenai

informasi pengaruh struktur kepemilikan dan tata kelola perusahaan, terhadap
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pengungkapan manajemen risiko. Bagi manajer investasi, sebagai bahan dalam
memberikan dan menyikapi fenomena yang terjadi sehubungan dengan pengaruh
struktur kepemilikan dan tata kelola perusahaan, terhadap pengungkapan

manajemen risiko.

Bagi para peneliti di bidang Akuntansi dan keuangan, penelitian ini diharapkan
mampu menjadi dasar atau acuan untuk penelitian selanjutnya yang lebih baik dan

semakin reliable yang berkaitan dengan pengungkapan manjemen risiko.

1.4.2.2 Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengungkapan
manajemen risiko di perbankan, memberikan masukan kepada investor, sehingga

dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi.



BAB Il

LANDASAN TEORI

2.1  Teori Stakeholder

Teori Stakeholder menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya
beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi
stakeholder (Kristiono dkk., 2014). Stakeholder merupakan pihak-pihak yang
berkepentingan terhadap perusahaan yang meliputi karyawan, konsumen, pemasok,
masyarakat, pemerintah selaku regulator, pemegang saham kreditur, pesaing dan

lain-lain. Gray dkk., (1995) menyatakan bahwa:

“Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder dan
dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari
dukungan tersebut. Makin powerful stakeholder, makin besar usaha perusahaan

untuk beradaptasi.

Stakeholder sebagai setiap kelompok atau individu yang mempengaruhi atau
dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan (Amran dkk., 2009). Stakeholder
pada dasarnya dapat mengendalikan/memiliki kemampuan untuk mempengaruhi
pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan oleh perusahaan. Oleh karena

itu, “ketika stakeholder mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi
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perusahaan, maka perusahaan akan bereaksi dengan cara-cara yang memuaskan
keinginan stakeholder”. Teori stakeholder menyatakan bahwa para stakeholder
memiliki hak untuk mengetahui semua informasi mandatory dan voluntary serta

informasi keuangan dan non-keuangan (Purwanto, 2011).

Teori stakeholder menunjukkan adanya hubungan yang dinamis dan kompleks
antara perusahaan dengan lingkungan disekitarnya (Amran dkk., 2009). Dalam
usaha untuk mencapai tujuannya, perusahaan membutuhkan dukungan dari
stakeholder dalam bentuk penyediaan sumber-sumber ekonomi bagi kegiatan

operasi perusahaan.

Informasi adalah elemen kunci dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh
investor/pemangku kepentingan. Seorang pemangku kepentingan, seperti investor,
akan mengerahkan posisinya untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi
mengenai risiko seperti yang diminta dari perusahaannya dalam rangka menyusun
keputusan (Amran dkk., 2009). Pengungkapan risiko oleh perusahaan sangat
berguna bagi para stakeholder untuk pengambilan keputusan dalam menanamkan
saham. Pengungkapan risiko juga merupakan salah satu cara perusahaan untuk
berkomunikasi dengan para stakeholder-nya. Melalui pengungkapan risiko,
perusahaan dapat memberikan informasi khususnya informasi mengenai risiko
yang terjadi di perusahaan. Dengan mengungkapkan informasi risiko secara lebih
mendalam dan luas menunjukkan bahwa perusahaan berusaha untuk memuaskan
kebutuhan akan informasi yang dibutuhkan oleh para stakeholder (Kristiono dkk.,

2014).
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Dalam teori Stakeholder menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat
risiko yang tinggi akan mengungkapkan informasi risiko yang lebih luas, untuk
memberikan pembenaran dan penjelasan mengenai risiko apa yang terjadi dalam
perusahaan (Amran dkk., 2009). Artinya semakin tinggi risiko yang dihadapi oleh
suatu perusahaan, maka pengungkapan risiko yang dilakukan oleh manajemen
perusahaan akan semakin luas, hal ini bertujuan untuk memberikan informasi
mengenai risiko yang dihadapi perusahaan sebanyak-banyaknya kepada
stakeholder, agar stakeholder dapat mengetahui apa penyebab risiko dan dampak
yang ditimbulkan dari risiko tersebut serta bagaimana cara perusahaan mengatasi

risiko yang terjadi.

2.2  Signaling Theory

Signaling theory merupakan salah satu teori yang melatar belakangi masalah
asimetri informasi. Teori ini dimanfaatkan perusahaan untuk memberikan sinyal
positif dan sinyal negatif, agar dapat mengurangi adanya asimetri informasi.
Manajemen memberikan informasi terkait pengungkapan risiko perusahaan melalui
laporan keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa manajemen telah melakukan
transparansi laporan keuangan, sehingga terhindar dari tindakan kecurangan

maupun penipuan (Sulistyaningsih dan Gunawan, 2016).

Untuk mengurangi asimetri informasi yang akan terjadi maka perusahaan harus
mengungkapkan informasi yang dimiliki baik informasi keuangan maupun non
keuangan. Ketika diterapkan untuk praktik disclosure perusahaan, signaling theory

mengusulkan bahwa teori tersebut umumnya bermanfaat bagi organisasi untuk
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mengungkapkan inisiatif dan praktik tata kelola perusahaan yang baik sehingga

menciptakan citra yang baik di pasar (Subramaniam dkk., 2009).

Penerapan manajemen risiko dan pengungkapannya dalam laporan tahunan
perusahaan merupakan salah satu sinyal yang diberikan perusahaan dalam
pelaksanaan tata kelola perusahaan. Pengungkapan yang lebih luas memberikan
informasi bahwa perusahaan tersebut lebih baik dibandingkan perusahaan lain

karena telah menerapkan prinsip transparansi (Gunawan dan Zakiyah, 2017).

2.3  Tata Kelola Perusahaan

Menurut Effendi (2009:1) tata kelola perusahaan didefinisikan sebagai suatu sistem
pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko
yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melaui pengamanan asset
perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka
panjang. Bank Dunia (world bank) mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai
kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat
mendorong kinerja sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna
menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para

pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PB1/2006 tentang pelaksanaan tata
kelola perusahaan bagi Bank umum mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai

suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency)
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akuntabilitas (accountability), pertanggung jawaban (responsibility), independensi

(independency) dan kewajaran (fairness).

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut tata kelola perusahaan secara singkat
dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan
perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) bagi para pemangku
kepentingan. Hal ini disebabkan karena tata kelola perusahaan dapat mendorong
terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan dan professional.
Implementasi tata kelola perusahaan secara konsisten diperusahaan akan menarik
minat para investor, baik domestik maupun asing. Hal ini sangat penting bagi
perusahaan yang akan mengembangkan usahanya, seperti melakukan investasi

baru, maupun proyek Ekspansi (Effendi, 2009:2).

Pokok-pokok pelaksanaan tata kelola perusahaan diwujudkan dalam pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab komisaris dan direksi, kelengkapan dan pelaksanaan
tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern
(internal control) bank, penerapan manajemen risiko, penerapan fungsi kepatuhan,
auditor internal dan auditor eksternal, termasuk sistem pengendalian intern,
penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, rencana strategis

bank dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan (Effendi, 2009:84).

Soemarso (2017:230) menyatakan bahwa lembaga atau institusi yang terlibat dalam
tata kelola perusahaan terdiri atas, pemegang saham, stakeholder lain, dewan
komisaris, direksi (manajemen), regulator dan profesi lainnya seperti (profesi

akuntan, akuntan publik dan profesi atau lembaga penunjang pasar modal lainnya).
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Mekanisme tata kelola yang berasal dari dalam dan luar perusahaan dan dari
pemerintah harus dirancang sedemikian rupa sehingga tercapai keseimbangan
kekuatan (balance of power) antara pihak-pihak yang menangani tata kelola.
Keseimbangan kekuatan berhubungan dengan tugas dan wewenang masing-masing
pihak dalam struktur tata kelola. Pihak-pihak tersebut dapat dikelompokan
menjadi Pihak regulator (Otoritas Jasa Keuangan), profesi (akuntan, akuntan
publik, konsulutan hukum appraisal, aktuaris, business valuer), dan internal
perusahaan (pemegang saham, dewan komisaris, direksi dan pimpinan perusahaan

lainnya).

2.4 Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan dapat berupa investror individual, pemerintah dan institusi
swasta. Struktur kepemilikan terbagi kedalam beberapa kategori, secara spesifik
kategori struktur kepemilikan meliputi kepemilikan oleh institusi asing,

pemerintah, karyawan dan individual domestik (Fathimiyah dkk., 2012).

Struktur kepemilikan akan memiliki motivasi yang berbeda dalam memonitor
perusahan serta manajemen dan dewan direksinya. Struktur kepemilikan yang
meliputi kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi asing, kepemilikan publik
yang merupakan mekanisme pengawasan dari tata kelola perusahaan, dimana
mekanisme ini dapat mengontrol perbankan lebih optimal, sehingga dapat
menurunkan konflik kepentingan (conflict of interest) yang disebabkan oleh
masalah keagenan antara pemilik dan manajer. Selain itu, dapat mengurangi

asimetri informasi yang menyebabkan kerugian bagi stakeholder, terutama investor
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dan penabung. Laporan keuangan dan pengungkapannya penting dan berarti bagi
manajemen sebagai sarana untuk mengkomunikasikan tata kelola dan kinerja
perusahaan kepada stakeholder (Fathimiyah dkk., 2012). Berikut ini definisi jenis-

jenis struktur kepemilikan:

2.4.1 Kepemilikan Manajemen

Menurut Fathimiyah dkk., (2012) kepemilikan manajerial adalah proporsi saham
biasa yang dimiliki oleh pihak manajemen yang secara aktif terlibat dalam
pengambilan keputusan perusahaan. Sedangkan menurut  Almikyala dan
Andayani, (2017) kepemilikan manajerial merupakan pemegang saham dari pihak
manajemen yang secara aktif ikut dalam mengambil keputusan perusahaan

(direktur dan komisaris).

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan saham yang besar dari
segi nilai ekonomisnya memiliki insentif untuk memonitor, secara teoritis ketika
kepemilikan manajemen rendah, maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya
perilaku oportunistik manajer akan meningkat. Manajemen bertanggung jawab atas
semua kegiatan usaha yang telah dilakukan dengan melakukan pengungkapan
laporan tahunan. Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan,
maka manajemen cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham dimana
pemegang saham adalah dirinya sendiri yaitu dengan lebih detail dalam

pengungkapan manajemen risiko (Almikyala dan Andayani, 2017)
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2.4.2  Kepemilikan Publik

Kepemilikan publik adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh masyarakat.
Tingginya tingkat kepemilikan publik akan dapat memberikan banyak informasi
mengenai pengungkapan manajemen risiko yang bertujuan untuk memenubhi
kebutuhan para pemegang saham (Saputro dan Suryono, 2014). Sedangkan Vitalia
dan Widyawati (2016) suatu struktur kepemilikan yang memiliki proposisi besar
untuk kepemilikan publik dapat menekan manajemen agar menyajikan informasi
secara tepat waktu karena ketepatan waktu pelaporan keuangan dapat

mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi.

2.4.3  Kepemilikan Asing

Menurut Undang-undang No.25 tahun 2007 pada pasal 1 angka 6, kepemilikan
asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah
asing yang melakukan penanaman modal diwilayah republik Indonesia.
Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan
multinasional. Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang
dianggap concern terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan

(Maulidra, 2015).

Pertumbuhan yang pesat dari kepemilikan asing akan membuat perusahaan asing
mengalami tekanan dari masyarakat sekitar (Fathimiyah dkk., 2012). Partisipasi
asing pada perbankan akibat globalisasi finansial dapat berupa meningkatnya
kehadiran manajer-manajer asing dalam perbankan domestik. meningkatnya

permintaan dari konsumen asing yang membutuhkan pelayanan dari perbankan
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domestik, atau meningkatnya utang-utang asing akibat aliran modal asing yang
masuk (Sudarmono, 2011), Sehingga jika semakin tinggi kepemilikan asing maka
tingkat risikonya pun semakin besar. Maka pengungkapan tentang manajemen

risiko semakin dibutuhkan.

2.5 Ukuran Komite Audit

Komite Audit menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015
adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris
dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit
paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris

independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik.

Menurut teori keagenan, komite audit sebagai komite penunjang dewan
komisaris diprediksi dapat mempengaruhi praktik pengungkapan risiko
perusahaan. Hal tersebut diprediksi dengan efektifnya keberadaan dan kinerja
komite audit dapat membantu dewan komisaris dalam fungsi pengawasan,
khususnya dalam memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara
wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (KNKG, 2006).
Semakin besar jumlah anggota Komite Audit dalam perusahaan dapat

mempengaruhi luas pengungkapan risiko (Mubarok dan Rohman, 2013).

2.6 Ukuran Komisaris Independen
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 komisaris independen

adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan
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publik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan. Jika dewan komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota
dewan komisaris, jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga
puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. 1 (satu) di antara
anggota dewan komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden

komisaris.

Komisaris independen dengan jumlah yang lebih tinggi cenderung dapat
meningkatkan kualitas pengawasan (Safitri dan Meiranto, 2013). Sementara itu
teori keagenan menjelaskan semakin banyak jumlah anggota Komisaris yang
independen, maka semakin tinggi kualitas pengawasan terhadap direktur eksekutif.
Proporsi komisaris independen di dalam suatu dewan merupakan sebuah indikator
independensi dari dewan. Sebuah dewan dengan proporsi komisaris independen
yang tinggi cenderung untuk menyediakan pengawasan yang lebih besar pada

aktivitas manajemen risiko perusahaan (Safitri dan Meiranto, 2013).

2.7 Pengungkapan Manajemen Risiko

Pengungkapan Manajemen risiko dapat diartikan sebagai pengungkapan atas
risiko-risiko yang telah dikelola perusahaan atau pengungkapan atas bagaimana
perusahaan dalam mengendalikan risiko yang berkaitan di masa mendatang.
Pengungkapan manajemen risiko berpotensi memiliki manfaat untuk para analis,
investor dan stakeholders (Fathimiyah dkk., 2012). Menurut Peraturan Bank
Indonesia (PBI) Nomor: 11/25/PBI1/2009 perubahan atas nomor: 5/8/PBI1/2003,

manajemen risiko adalah Serangkaian metodelogi dan prosedur yang digunakan
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untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan resiko yang

timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank.

Di Indonesia, pengungkapan risiko oleh perbankan merupakan salah satu
pengungkapan wajib (mandatory disclosure) yang secara eksplisit diatur dalam
PSAK 50 (Revisi 2010). Di kuatkan oleh peraturan menteri keuangan Nomor :
KEP-431/BL/2012 tentang penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan
publik dimana disebutkan bahwa laporan keuangan yang disampaikan oleh emiten
atau perusahaan publik, wajib memuat 9 komponen, diantaranya Ikhtisar data
keuangan penting, laporan dewan komisaris, laporan direksi, profil perusahaan,
analisa dan pembahasan manajemen, tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial
perusahaan, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit,dan surat pernyataan

tanggung jawab dewan direksi dan komisaris atas kebenaran isi laporan keuangan.

Dalam penelitian ini mengacu pada surat edaran Bank Indonesia No 14/35/DPNP
tahun 2012 tentang laporan tahunan bank umum dan laporan tahunan tertentu yang
disampaikan kepada Bank Indonesia. Pengungkapan mengenai eksposur risiko dan
penerapan manajemen risiko Bank secara khusus, yang terdiri dari:
1. Risiko Kredit
Adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi
kewajiban kepada Bank. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh
aktivitas Bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan
(counterparty), penerbit (issuer), atau kinerja peminjam dana (browwer).

Pengungkapan risiko kredit mencakup:
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1. Pengungkapan umum kualitatif mencakup:
a. Informasi mengenai penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit
meliputi:
i. Organisasi manajemen risiko kredit strategi manajemen risiko kredit
untuk aktivitas yang memiliki;
ii. Eksposur risiko kredit siginifikan;
iii. Kebijakan pengelolaan risiko konsentrasi kredit; dan
iv. Mekanisme pengukuran dan pengendalian risiko kredit.
b. Definisi tagihan yang telah jatuh tempo dan tagihan mengalami
penurunan nilai
c. Penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan untuk pembentukan
cadangan kerugian penurunan nilai individual dan kolektif, serta metode
statistik yang digunakan dalam perhitungan CKPN
2. Pengungkapan umum kuantitatif meliputi:
a. Pengungkapan tagihan bersih berdasarkan wilayah;
b. Pengungkapan tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak;
c. Pengungkapan tagihan bersih berdasarkan sektor ekonomi;
d. Pengungkapan tagihan dan pencadangan bedasarkan;
e. Pengungkapan tagihan dan cadangan berdasarkan sektor ekonomi; dan
f. Pengungkapan rincian mutasi cadangan kerugian penurunan nilai.
3. Pengungkapan risiko kredit dengan pendekatan standar, yang terdiri dari:

a. Pengungkapan kualitatif;
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i. Informasi mengenai kebijakan penggunaan peringkat dalam
perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko

kredit;

i. kategori portofolio yang menggunakan peringkat;

iii. Lembaga pemeringkat yang digunakan; dan
iv. Pengungkapan risiko kredit pihak lawan (counterparty credit risk),
termasuk jenis instrumen mitigasi yang lazim diterima/diserahkan
oleh Bank.
b. Pengungkapan kuantitatif mencakup:
i. Pengungkapan tagihan bersih berdasarkan kategori portofolio dan
skala peringkat; dan
Ii. Pengungkapan risiko kredit pihak lawan (counterparty credit risk).
4. Pengungkapan mitigasi risiko kredit dengan menggunakan pendekatan
standar, yang terdiri dari:
a. Pengungkapan kualitatif mencakup:
I. Informasi mengenai kebijakan Bank untuk jenis agunan utama yang
diterima;
ii. Kebijakan, prosedur dan proses untuk menilai dan mengelola agunan;
iii. Pihak-pihak utama pemberi jaminan/garansi dan kelayakan kredit
(creditworthiness) dari pihak-pihak tersebut; dan.

iv. Informasi tingkat konsentrasi yang ditimbulkan dari penggunaan

teknik mitigasi risiko kredit
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b. Pengungkapan kuantitatif mencakup:

Pengungkapan tagihan bersih berdasarkan bobot risiko setelah
memperhitungkan dampak mitigasi risiko; dan

Pengungkapan tagihan bersih dan teknik mitigasi risiko kredit.

5. Pengungkapan sekuritisasi aset

a. Pengungkapan kualitatif mencakup:

Pengungkapan umum manajemen risiko, yang mencakup hal-hal
seperti tujuan Bank melakukan aktivitas sekuritisasi aset, sejauh
mana aktivitas sekuritisasi aset yang dilakukan dapat memindahkan
risiko kredit dari Bank ke pihak lain atas transaksi yang menjadi
underlying aktivitas sekuritisasi aset, fungsi yang dijalankan Bank
dalam aktivitas sekuritisasi aset, dan  penjelasan mengenai

keterlibatan Bank dalam setiap fungsi;

. Ringkasan kebijakan akuntansi untuk aktivitas sekuritisasi aset, yang

mencakup antara lain transaksi yang diperlakukan sebagai penjualan
atau pendanaan, pengakuan keuntungan dari aktivitas sekuritisasi, dan
asumsi yang digunakan untuk menilai ada tidaknya keterlibatan
berkelanjutan dari aktivitas sekuritisasi, termasuk perubahan dari
periode sebelumnya dan dampak dari perubahan dimaksud; dan

Nama lembaga pemeringkat yang digunakan dalam aktivitas
sekuritisasi aset dan eksposur sekuritisasi aset yang diperingkat oleh

lembaga pemeringkat dimaksud.
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b. Pengungkapan kuantitatif mencakup:
i. Pengungkapan transaksi sekuritisasi
ii. Ringkasan aktivitas transaksi sekuritisasi dimana bank bertindak
sebagai kreditur asal
6. Pengungkapan kuantitatif perhitungan aset tertimbang menurut risiko

(ATMR) risiko kredit pendekatan standar

Risiko Pasar
Adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administrative termasuk
transaksi derivative akibat perubahan dari kondisi pasar termasuk risiko
perubahan harga option. Pengungkapan risiko pasar mencakup:
1. Perhitungan risiko pasar dengan menggunakan metode standar, yang antara
lain terdiri atas:
a. Pengungkapan kualitatif, yang mencakup antara lain:
I. Informasi mengenai penerapan manajemen risiko termasuk:
1. Organisasi manajemen risiko pasar;
2. Pengelolaan portofolio trading book dan banking book serta
metodologi valuasi yang digunakan; dan

3. Mekanisme pengukuran risiko pasar untuk keperluan pemantauan

risiko secara periodik maupun untuk perhitungan kecukupan

modal, baik pada banking book maupun trading book.

ii. Cakupan portofolio (trading dan banking book) yang diperhitungkan

dalam Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM); dan
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iii. Langkah-langkah dan rencana dalam mengantisipasi risiko pasar atas
transaksi mata uang asing baik karena perubahan kurs maupun
fluktuasi suku bunga, termasuk penjelasan mengenai semua
penyediaan dana dan ikatan tanpa proteksi atau lindung nilai, serta
utang yang suku bunganya berfluktuasi atau yang tidak ditentukan
terlebih dahulu.

b. Perhitungan risiko pasar dengan menggunakan model internal, yang
terdiri atas:
I. Pengungkapan kualitatif, yang mencakup antara lain:

1. Informasi mengenai penerapan manajemen risiko;

2. Portofolio yang tercakup dalam model internal dan kebijakan
valuasi yang digunakan untuk menghitung posisi dalam trading
book;

3. Untuk setiap portofolio yang dicakup oleh model internal
diungkapkan karakteristik model yang digunakan, deskripsi stress
testing yang digunakan terhadap portofolio dan deskripsi
pendekatan yang digunakan untuk backtesting/validasi terhadap
akurasi dan konsistensi model internal dan proses pengembangan
model,

4. Portofolio yang menggunakan model internal yang telah disetujui

oleh Bank Indonesia; dan
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5. Jumlah frekuensi penyimpangan antara Value at Risk (VaR) dan
kerugian aktual selama periode laporan.

ii. Pengungkapan kuantitatif, yang paling kurang mencakup

pengungkapan risiko pasar dengan menggunakan model internal

(Value at Risk/ VaR).

Risiko Operasional
Adalah risiko akibat ketidak cukupan dan atau tidak berfungsinya proses
internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian eksternal
yang mempengaruhi operasional bank. Sumber risiko ini antara lain sumber
daya manusia, proses, system dan kejadian eksternal. Pengungkapan risiko
operasional mencakup:
1. Pengungkapan kualitatif, yang antara lain mencakup informasi mengenai

penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional, termasuk:

a. Organisasi manajemen risiko operasional;

b. Organisasi manajemen risiko operasional mekanisme yang digunakan

Bank untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko perasional; dan
c. Mekanisme untuk memitigasi risiko operasional.

2. Pengungkapan kuantitatif mengenai risiko operasional.

Risiko Hukum
Adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek

yuridis. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena tidak adanya peraturan



31

perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak
dipenuhinya syarat sah kontrak. Pengungkapa risiko hukum mencakup:
1. Organisasi manajemen risiko hukum; dan

2. Mekanisme pengendalian risiko hukum.

Risiko Strategik
Adalah Risiko akibat ketidaktepatan Bank dalam mengambil keputusan
atau pelaksanaan suatu  keputusan strategik serta kegagalan dalam
mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber risiko strategik antara
lain ditimbulkan dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidak
tepatan dalam perumusan strategi, ketidak tepatan dalam implementasi strategi,
dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Pengungkapan
risiko strategik mencakup:

1. Organisasi manajemen risiko strategik;

2. Kebijakan yang memungkinkan Bank untuk dapat mengidentifikasi dan
merespon perubahan lingkungan bisnis, baik eksternal maupun internal;
dan

3. Mekanisme untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari rencana bisnis

yang ditetapkan.

Risiko kepatuhan
Adalah risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau
tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang

berlaku. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya
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pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis

yang berlaku umum. Pengungkapan risiko kepatuhan mencakup:

1. Organisasi manajemen risiko kepatuhan;

2. Strategi manajemen risiko dan efektivitas penerapan manajemen risiko
untuk risiko kepatuhan, terutama dalam rangka memastikan penyusunan
kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan standar yang berlaku secara
umum, ketentuan, dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku;
dan

3. Mekanisme pemantauan dan pengendalian risiko kepatuhan.

Risiko Reputasi

Adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang

bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Salah satu pendekatan yang

digunakan dalam mengkategorikan sumber Risiko Reputasi bersifat tidak
langsung (below the line) dan bersifat langsung (above the line).

Pengungkapan risiko reputasi mencakup:

1. Organisasi manajemen risiko reputasi, termasuk pelaksanaan manajemen
risiko untuk risiko reputasi oleh unit-unit terkait (Corporate Secretary,
Humas, dan unit bisnis terkait);

2. Kebijakan dan mekanisme dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
kepada nasabah dan pemangku kepentingan lainnya (stakeholders) untuk
mengendalikan risiko reputasi; dan

3. Pengelolaan risiko reputasi pada saat krisis



33

8. Risiko Likuiditas
Adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang
jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid
berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan
kondisi keuangan Bank. Risiko ini disebut juga Risiko likuiditas pendanaan
(funding liquidity risk). Pengungkapan risiko likuiditas mencakup:
1. Pengungkapan kualitatif, yang antara lain mencakup informasi mengenai
penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas, termasuk:
a. Organisasi manajemen risiko likuiditas;
b. Indikator peringatan dini permasalahan likuiditas; dan
c. Mekanisme pengukuran dan pengendalian risiko likuiditas.
2. Pengungkapan kuantitatif mengenai risiko likuiditas, yang paling kurang
mencakup:
a. Pengungkapan profil maturitas rupiah; dan

b. Pengungkapan profil maturitas valas.

Berdasarkan pengertian diatas, pengungkapan manajemen risiko dapat diartikan
sebagai pengungkapan atas risiko-risiko yang telah dikelola perusahaan atau
pengungkapan atas bagaimana perusahaan dalam mengendalikan risiko di masa
mendatang. Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif baik untuk
bank secara individual maupun untuk bank secara konsolidasi dengan perusahaan

anak.
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2.8 Pengembangan Hipotesis
2.8.1 Pengaruh Kepemilikan Manajemen Terhadap Pengungkapan
Manajemen risiko

Menurut Fathimiyah dkk., (2012) kepemilikan manajerial adalah proporsi saham
biasa yang dimiliki oleh pihak manajemen yang secara aktif terlibat dalam
pengambilan keputusan perusahaan. Sedangkan menurut Almikyala dan Andayani
(2017) kepemilikan manajerial merupakan pemegang saham dari pihak manajemen
yang secara aktif ikut dalam mengambil keputusan perusahaan (direktur dan

komisaris).

Kepemilikan manajemen menunjukan adanya peran ganda dari pihak manajemen
yaitu dewan direksi bertindak sebagai pemegang saham. Sebagai seseorang yang
mengelola perusahaan sekaligus pemegang saham tidak ingin perusahaan dalam
keadaan kesulitan keuangan bahkan mengalami kebangkrutan. Keadaan ini akan
merugikan baik sebagai manajemen atau sebagai pemegang saham. Sebagai pihak
manajemen akan kehilangan insentif dan sebagai pemegang saham akan kehilangan

return atau pun dana yang di investasikannya (Prayoga dan Almilia, 2013).

Manajemen bertanggung jawab atas semua kegiatan usaha yang telah dilakukan
dengan melakukan pengungkapan laporan tahunan. Jika semakin besar proporsi
kepemilikan manajemen pada suatu perusahaan, maka manajemen cenderung lebih
giat melaksanakan tanggung jawabnya untuk kepentingan pemegang saham dimana
adalah dirinya sendiri yaitu dengan mengungkapkan pengungkapan manajemen

risiko dengan lebih luas (Prayoga dan Almilia, 2013). Manajemen sangat berperan
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dalam menjalankan usaha suatu perusahaan, tidak hanya berperan sebagai
pengelola perusahaan saja melainkan juga sebagai pemegang saham dimana
manajemen akan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan usaha yang telah
dilakukannya dengan melakukan pengungkapan dalam laporan keuangan

perusahaan.

Dalam penelitian Fathimiyah dkk., (2012) menunjukan bahwa tidak ada pengaruh
antara kepemilikan manajemen terhadap pengungkapan manajemen risiko.
Manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi dalam rangka untuk
meningkatkan image perusahaan. Tentu saja informasi tersebut termasuk risiko-
risiko dalam perusahaan namun yang sudah dikelola oleh pihak manajemen
perusahaan.  Oleh karena itu, besarnya proporsi kepemilikan manajerial
mempengaruhi kinerjanya dalam pengungkapan risko manajemen. Berdasarkan
penjelasan diatas, diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H:  Kepemilikan Manajemen berpengaruh Positif terhadap Pengungkapan

Manajemen risiko

2.8.2  Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Manajemen
Risiko

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2007 pada pasal 1 angka 6

kepemilikan asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing,

dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik

Indonesia. Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap
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concern terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan (Maulidra,

2015).

Partisipasi asing pada perbankan akibat globalisasi financial dapat berupa
meningkatnya kehadiran manajer-manajer asing dalam perbankan domestik,
meningkatnya permintaan dari konsumen asing yang membutuhkan pelayanan
dari perbankan domestik, atau meningkatnya utang-utang asing akibat aliran modal
asing yang masuk (Sudarmono, 2011). Orang asing kurang berinvestasi pada
perusahaan yang terkena masalah pemerintahan. Perusahaan/orang asing
cenderung akan berinvestasi pada perusahaan yang memiliki tingkat pengungkapan
yang baik, Sehingga, jika semakin tinggi kepemilikan asing maka tingkat

pengungkapan manajemen risiko pun semakin besar (Prayoga dan Almilia, 2013).

Dalam penelitian Fathimiyah dkk., (2012) menunjukan hasil bahwa tidak ada
pengaruh antara kepemilikan institusi asing terhadap pengungkapan manajemen
risiko. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Prayoga dan Almilia (2013)
menunjukan bahwa ada pengaruh antara kepemilikan asing terhadap pengungkapan
manajemen risiko, kepemilikan asing menjadikan pihak manajemen lebih
meningkatkan mutu kinerjanya karena pihak asing mempunyai standar yang tinggi
sehingga semakin tinggi kepemilikan asing yang dimiliki perusahaan, mereka akan
menunjukan bagaimana cara-cara yang telah ditempuh untuk menanggulangi
risiko-risiko yang dihadapi perusahaan. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan

bahwa semakin tinggi kepemilikan asing disuatu perusahaan, maka semakin tinggi
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tingkat pengungkapan manajemen risiko, berdasarkan penjelasan diatas, diperoleh
hipotesis sebagai berikut:
H: Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap Pengungkapan

Manajemen Risiko.

2.8.3  Pengaruh Kepemilikan Publik Terhadap Pengungkapan Manajemen
Risiko

Kepemilikan publik adalah kepemilikan saham perusahaan oleh masyarakat umum

atau oleh pihak luar (Fathimiyah dkk., 2012). Adanya perbedaan dalam proporsi

saham yang dimiliki oleh investor luar dapat mempengaruhi kelengkapan

pengungkapan (disclosure) oleh perusahaan. Menurut Vitalia dan Widyawati

(2016) kepemilikan publik adalah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh

masyarakat umum atau pihak luar perusahaan.

Adanya konsentrasi kepemilikan perusahaan oleh pihak luar menimbulkan
pengaruh dari pihak luar sehingga mengubah pengelolaan perusahaan yang semula
berjalan sesuai dengan keinginan perusahaan itu sendiri menjadi memiliki
keterbatasan. Adanya perbedaan dalam proporsi saham yang dimilki oleh investor
luar, yang dimaksudkan adalah para pemilik saham publik dapat mempengaruhi
kelengkapan pengungkapan (disclosure) oleh perusahaan. Semakin besar tingkat
kepemilikan publik maka akan semakin banyak pengungkapan informasi yang
diberikan perusahaan guna memenuhi kebutuhan para pemilik saham (Prayoga dan

Almilia, 2013).
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Dilain pihak, ada dorongan bagi manajemen untuk selektif dalam melakukan
pengungkapan informasi karena pengungkapan informasi mengandung biaya.
Manajemen hanya akan mengungkapan informasi jika manfaat yang diperoleh
dari pengungkapan melebihi biaya pengungkapan informasi tersebut (Fathimiyah

dkk., 2012).

Penelitian yang menghubungkan kepemilikan publik dan pengungkapan
manajemen risiko pernah dilakukan oleh Fathimiyah dkk., (2012) hasil penelitian
menunjukan bahwa tidak ada pengaruh antara kepemilikan publik terhadap
pengungkapan manajemen risiko. Hasil penelitian ini menunjukan pengaruh
negatif kepemilikan publik terhadap pengungkapan manajemen risiko, hal ini
dikarenakan semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang
perusahaan, maka semakin banyak pula detail-detail butir yang dituntut untuk

dibuka dan dengan demikian pengungkapan perusahaan akan semakin luas.

Sementara itu hasil penelitian yang dilakukan Roberto dan Tarigan (2013) Adiyanto
(2018) dan Kristiono dkk., (2014) mendukung hasil penelitian yang dilakukan
Fathimiyah, dkk (2012) hasil penelitian menunjukan kepemilikan publik tidak
berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Sedangkan Prayoga dan
Almilia (2013) dan Vitalia dan Widyawati (2016) hasil penelitian menunjukan
bahwa kepemilikan publik berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko,
kepemilikan perusahaan oleh pihak luar mempunyai kekuatan besar dalam
perusahaan, karena dapat mempengaruhi perusahaan melalui media masa baik
berupa kritikan maupun komentar yang semuanya dianggap sebagai suara publik

atau masyarakat.
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Suatu struktur kepemilikan yang memiliki proporsi besar untuk kepemilikan publik
dapat menekan manajemen agar menyajikan informasi secara tepat. Berdasarkan
penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, semakin tinggi saham yang dimiliki
oleh publik, maka semakin tinggi tingkat pengungkapan manajemen risiko,

sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hz  Kepemilikan Publik berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Manajemen

Risiko.

2.8.4 Pengaruh Ukuran Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan
Manajemen Risiko

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 komisaris independen
adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan
Publik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan. Jika dewan komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota
dewan komisaris, jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga
puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. 1 (satu) di antara
anggota dewan komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden
komisaris.

Independesi dewan komisaris dapat mencerminkan tingkat transparasi dalam
perusahaan atau organisasi. Desender dan Esteban (2009) menjelaskan dengan
adanya komisaris independen sebagai media dalam meningkatkan kualitas

pemantauan terhadap perencanaan dan implementasi manajemen risiko yang
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kemudian berdampak pada pencegahan terhadap kecurangan, dan perilaku

oportunistik dari pihak manajemen.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Agista dan Mimba (2017) adalah ukuran
komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan enterprise risk
management disclosure. Fungsi pengawasan dewan komisaris yang baik tidak
hanya berdasarkan pada kuantitas dari komisaris independen dalam suatu
perusahaan, namun lebih ditentukan oleh pengalaman, kompetensi dan komitmen
dalam menerapkan dan mengungkapkan enterprise risk management disclosure,
serta spesialisasi yang sesuai dengan bidang perusahaan sehingga menunjang
dewan komisaris untuk lebih memahami profil risiko sesuai dengan bidang
perusahaan. Komisaris independen dengan jumlah yang lebih tinggi cenderung
dapat meningkatkan kualitas pengawasan. Sehingga semakin tinggi ukuran
komisaris independen maka semakin tinggi pula tingkat pengungkapan manajemen
risiko perusahaan (Safitri dan Meiranto, 2013). Berdasarkan penjelasan diatas,
diperoleh hipotesis sebagai berikut:

Hs  Ukuran Komisaris Independen berpengaruh Positif terhadap Pengungkapan

Manajemen Risiko

2.8.5 Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Pengungkapan Manajemen
Risiko

Komite Audit menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015

adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris

dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. komite audit
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paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris

independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik.

Menurut teori keagenan, komite audit sebagai komite penunjang dewan
komisaris diprediksi dapat mempengaruhi praktik pengungkapan risiko
perusahaan. Hal tersebut diprediksi dengan efektifnya keberadaan dan kinerja
komite audit dapat membantu dewan komisaris dalam fungsi pengawasan,
khususnya dalam memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara
wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (KNKG, 2006).
Semakin besar jumlah anggota komite audit dalam perusahaan dapat

mempengaruhi luas pengungkapan risiko (Mubarok dan Rohman, 2013).

Penelitian yang dilakukan Mubarok dan Rohman (2013) menunjukan bahwa ukuran
komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko pada
laporan keuangan interim. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Elzahar dan
Hussainey (2012) menemukan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh
terhadap pengungkapan manajemen risko. Temuan hasil penelitian terdahulu
menunjukan adanya ketidak konsistenan hasil penelitian, sehingga perlu dilakukan
pengujian kembali atas hasil temuan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka

hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

Hs Ukuran Komite Audit berpengaruh Positif terhadap Pengungkapan

Manajemen Risiko
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METODE PENELITIAN

3.1 Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data
yang berasal dari pihak ketiga atau pihak lain yang dijadikan sampel dalam suatu
penelitian. Data tersebut berupa annual report yang listing di Bursa Efek Indonesia
(BEI). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui situs yang dimiliki oleh
BEI, yaitu www.idx.co.id. Studi pustaka atau literatur melalui buku teks dan jurnal
ilmiah serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan informasi yang

dibutuhkan, juga dijadikan sumber pengumpulan data.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Dari masalah yang diteliti, teknik dan alat digunakan serta tempat dan waktu
penelitian, metode penelitian yang digunakan yaitu: Library Reaserch, yaitu
mencari dan mengumpulkan data dari literature yang ada hubungannya dengan
masalah yang diteliti. Data sekunder dapat pula dikumpulkan dengan cara
penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-
bahan berupa teori-teori yang berasal dari literatur-literatur yang berkaitan

dengan masalah yang diteliti, dimana data ini diperoleh melalui dokumen-


http://www.olx.co.id/
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dokumen, buku-buku atau tulisan ilmiah lainnya, dengan maksud untuk melengkapi

data primer yang ada di lapangan.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2017. Sampel dalam penelitian ini
dipilih menggunakan metode purposive sampling, yaitu sampel dipilih berdasarkan
ketersediaan informasi dan kesesuaian dengan kriteria yang telah ditentukan dalam
penelitian ini

1.  Perusahaan Perbankan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama

periode penelitian yaitu tahun 2013 sampai dengan 31 Desember 2017.

2.  Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan lengkap (annual report)

periode 2013-2017.

Dari 43 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diperoleh
sampel sebanyak 32 perusahan dengan periode pengamantan selama 5 tahun,
sehingga jumlah obesrevasi dalam penelitian ini adalah 160 laporan keuangan

tahunan (annual report).

3.4 Variabel dan Definisi Operasional
Variabel dalam penelitian ini yaitu pengungkapan manajemen risiko sebagai
variabel dependen sedangkan variabel independen yaitu struktur kepemilikan yang

terdiri dari (kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi asing, kepemilikan
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publik), tata kelola perusahaan (ukuran komisaris independen dan ukuran komite

audit).

Menurut peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI1/2006 prinsip tata kelola perusahaan
terdiri dari: keterbukaan (transparency) akuntabilitas (accountability), pertanggung
jawaban (responsibility), independensi (independency) dan kewajaran (fairness).

Prinsip pertanggung jawaban berhubungan dengan kewajiban perusahaan untuk
mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku, termasuk juga prinsip-prinsip
yang mengatur tentang penyusunan dan penyampaian laporan keuangan
perusahaan, dengan demikian maka komite audit digunakan sebagai variabel untuk
mengukur prinsip pertanggung jawaban, ini dikarenakan komite audit merupakan
komite penunjang dewan komisaris yang bertugas membantu dewan komisaris
untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan
dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal
dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan

hasil audit dilaksanakan oleh manajemen (KNKG, 2006).

Untuk memungkinkan dilaksanakannya prinsip-prinsip tata kelola lainnya yaitu
transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, serta kewajaran dan kesetaraan,
perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organisasi
perusahaan dapat berfungsi tanpa saling mendominasi dan tidak dapat di intervensi
oleh pihak lain (KNKG, 2006), sehingga ukuran komisaris independen digunakan

sebagai variabel untuk mengukur prinsip independensi dari tata kelola perusahaan,
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hal ini dikarenakan dewan komisaris yang independen akan meningkatkan kualitas
fungsi pengawasan dalam perusahaan. Berikut ini penjelasan mengenai variabel

dependen dan variabel independen yaitu sebagai berikut:



Tabel 3.1
Variabel dan Definisi Operasional
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Variabel

Definisi

Indikator

X1: Kepemilikan Manajemen

Kepemilikan Manajemen (X1): Proporsi saham biasa yang dimiliki oleh
pihak manajemen yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan
perusahaan (Sulistyaningsih dan Gunawan, 2016)

Kepemilikan Manajemen
YSaham Manajer

Total Saham Beredar

X2: Kepemilikan Asing

Kepemilikan institusi Asing (X3): Kepemilikan asing adalah perseorangan
warga Negara asing, badan usaha asing dan pemerintahan asing yang
melakukan penanaman modal di wilayah 47 republik Indonesia (UU No.25
tahun 2007 pasal 1 angka 6)

Kepemilikan Institusi Asing
Y:Saham Asing

Total Saham Beredar

X3: Kepemilikan Publik

Kepemillikan publik adalah kepemilikan saham perusahaan oleh masyarakat
umum atau oleh pihak luar Saputro dan Suryono (2014).

Kepemilikan Publik
Y Saham Publik
Total Saham Beredar

X4: Ukuran Komisaris
Independen

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Komisaris
Independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar Emiten
atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Jika dewan komisaris terdiri lebih
dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris, jumlah Komisaris Independen
wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota
dewan komisaris. 1 (satu) di antara anggota dewan komisaris diangkat
menjadi komisaris utama atau presiden komisaris.

Ukuran Komisaris Independen

Y'Komisaris Independen

X5: Ukuran Komite Audit

Komite Audit menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
55/POJK.04/2015 adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab
kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi
dewan komisaris. komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang

Ukuran Komite Audit
Y Komite Audit
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anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten
atau perusahaan publik.

Variabel Dependen
Y: Manajemen Risiko

Risk Management Disclosure (Y) adalah pengungkapan atas Risiko -risiko
yang telah di kelola perusahaan atau pengungkapan atas bagaimana
perusahaan dalam mengendalikan risiko yang berkaitan di masa mendatang
(Kristiono. Dkk, 2014). Pengungkapan manajemen risiko diukur
menggunakan indeks total skor item berdasarkan surat edaran Bank
Indonesia No 14/35/DPNP tahun 2012. Adapun metode penghitungan
indeks yang digunakan adalah dengan menerapkan indeks tidak tertimbang
dengan nilai dikotomis. Ketentuannya, nilai 1 untuk item yang diungkapkan
sedangkan 0 untuk yang tidak diungkapkan. Setiap item yang diungkapkan
kemudian dijumlahkan lalu dibagi dengan total item yang seharusnya
diungkapkan.

PMR =

Risiko Kredit
Risiko Operasional
Risiko Pasar
Risiko Likuiditas
Risiko Kepatuhan
Risiko Hukum
Risko Reputasi
Risiko Strategi

total nilai item yang diungkapkan

0 0O 0O 0O 0O 0o 0 O

" nilai yang seharusnya diungkapkan
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3.5  Metode Analisis Data
Penelitian ini menggunakan software SPSS (Statistical Product and Service
Solution) versi 20.0 untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan, maka dalam

penelitian ini digunakan mtode analisis data sebagai berikut :

3.5.1 Statistik Deskriptif
Rasul dan Nurlaelah (2010:33) Statistik Deskriptif adalah salah satu bagian dari
pengelompokan ilmu statistik. Penelitian ini menjabarkan jumlah data, rata-rata,

nilai minimum dan maksimum serta standard deviasi.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Rasul dan Nurlaelah (2010:130) mendefinisikan Asumsi Klasik adalah beberapa
asumsi yang mendasari validitas analisa regresi linier berganda. Asumsi klasik
terdir dari beberapa hal meliputi asusmsi normalitas, asumsi tidak ada gejala
multikolieritas dan autokerelasi, dan asumsi Homokedastisitas. Jika regresi linier

berganda memenuhi beberapa asumsi tersebut maka merupakan regresi yang baik.

3.5.2.1  Asumsi Normalitas

Ghozali (2011:107) menjelaskan tujuan uji normalitas bertujuan untuk menguiji
apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai
distribusi normal atau tidak, seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan
nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji

statistic menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Menurut Rasul dan
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Nurlaelah (2010:130) menjabarkan bahwa penyebaran data variabel dependen yang
mengikuti distribusi normal merupakan salah satu syarat untuk membentuk
hubungan linier antara variabel dependen dan variable independen. Uji normalitas
dapat dilakukan dengan uji Histogram, uji P-plot Uji skewness dan Kurtosis, uji
square dan uji kolmogorove Smirnov. Dalam penelitian ini uji normalitas
menggunakan uji kolmogorove Smirnov. Menurut (Sudarmanto, 2013:130)
menyatakan bahwa data terdistribusi normal jika nila asymp Sig.(2-tailed) > dari
tingkat alpa 5%. Namun apabila dari hasil pengujian data tidak terdistribusi secara
normal, maka asumsi normalitas dapat diabaikan, dengan ketentuan jumlah
obeservasi lebih dari 100, maka data tetap diasumsikan normal (Gujarati dan Dawn,

2004:110).

3.5.2.2 Uji Multikolineritas

Menurut Rasul dan Nurlaelah (2010:134) mendefinisikan “uji multikolinieritas
adalah untuk mendeteksi apakah terdapat hubungan yang kuat antara sesama
variabel independent. Jika terdapat hubungan yang kuat antara variabel
independent maka terdapat gejala multikolinieritas begitu juga sebaliknya jika tidak
terdapat hubungan yang kuat antara variabel independent maka tidak terjadi
multikolinieritas. Ada beberapa metode uji multikolinearitas, yaitu:

1.  Dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual (r2) dengan

nilai determinasi secara serentak (R2).

2. Dengan melihat nilai tolerance atau variance inflation factor (VIF) pada

model regresi.
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Batas tolerance adalah 0,10 atau nilai VIF adalah 10. Jika VIF>10 dan nilai
tolerance <0,10, maka terjadi multikolinearitas tinggi antar variable bebas dengan

variable bebas lainnya.

3.5.2.3  Uji Heteroskedastisitas

Menurut Rasul dan Nurlaelah (2010:136) uji heteroskedastisitas adalah alat untuk
menguji keseragaman perpencaran varians residu tersebut. Dalam hal pepencaran
varians residu seragam atau tetap homoskedatisitas, sedangkan perpancaran varians
residu yang seragam dinamakan heteroskedastisitas. Dengan demikian regresi
linier yang baik adalah regresi yang varians residunya homokedastisitas.
Sudarmanto (2013) uji asumsi heteroskedastisitas ini dimagsudkan untuk
mengetahui apakah variasi residual absolut sama atau tidak sama untuk semua
pengamatan.  Apabila asumsi tidak terjadinya heteroskedastisitas ini tidak
terpenuhi, maka penaksir tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun sampel

besar dan estimasi koefisien dapat dikatakan menjadi kurang akurat.

Banyak pendekatan yang digunakan untuk menguji heteroskedastisitas yaitu:
menggunakan metode grafik, metode ini lazim digunakan meskipu menimbulkan
bias, hal ini karena subjektivitas sangat tinggi sehingga pengamatan antara satu
dengan yang lainnya bisa menimbulkan perbedaan persepsi. Menggunakan uji
statistik sehingga diharapkan dapat menghilangkan unsur bias akibat subjektivitas,
statistic yang sering digunakan untuk menguji heteroskedastisitas yaitu koefisien
korelasi Spearman, Uji Glejser, uji Park dan uji white. Dalam penelitian ini

pengujian asumsi heteroskedastisitas menggunakan uji spearman. Menurut
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(Sudarmanto, 2013:261) menyatakan bahwa data terhidar dari heteroskedatisitas
apabila koefisien signifikansi (nilai probabilitas) lebih besar dari alpha yang

ditetapkan (Sign.>alpha).

3.5.2.4  Uji Autokorelasi
Tabel 3.2
Durbin Watson test: Pengambilan Keputusan
Hipotesi Nol Kriteria Keterangan
Tidak ada autokorelasi | d<d, Menolak Ho
positif d>d, Tidak Menolak Ho
di<d<dy Pengujian tidak meyakinkan
Tidak ada autokorelasi | d>4-d, Menolak Ho
negatif d<4-dy Tidak menolak Ho
4-dy<d<4-d Pengujian tidak meyakinkan
Tidak ada autokorelasi | d<d, Menolak Ho
negatif atau Positif d>4-d Menolak Ho
du<d<4-d, Tidak menolak Ho
4-dy<d<4-d, Pengujian tidak meyakinkan

Menurut Ghozali (2011:79) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam
suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu (residual)
pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1. Jika terjadi korelasi maka
dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang
berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena
residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi

lainnya. Metode pengujian menggunakana uji Durbin Watson (DW test).
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3.5.25 Uji Determinasi

Sudarmanto, (2005:206) nilai koefisien R? dalam analisis regresi dapat digunakan
sebagai ukuran untuk menyatakan kecocokan garis regresi yang diperoleh.
Semakin besar nilai R? (R Square) maka semakin kuat kemampuan model regresi
yang diperoleh untuk menerangkan kondisi yang sebenarnya, kemampuan garis
regresi untuk menjelaskan variasi yang terjadi pada Y ditunjukan pada besarnya
koefisien determinasi atau keofisein R?. Besarnya harga koefisien determinasi atau

koefisien R? dapat dilihat pada output model summary.

3.5.2.6 Uji Kelayakan Model F

Sulistyaningsih dan Gunawan (2016) uji nilai F digunakan untuk menguji apakah
semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai
pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Pengujian
nilai F dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05.
Ketentuan yang digunakan dalam uji F adalah sebagai berikut:

1. Jika F hitung lebih besar dari F tabel atau probabilitas lebih kecil dari tingkat
signifikan (Sig.<0.05), maka model penelitian dapat digunakan atau model
penelitian sudah layak

2. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel atau probabilitas lebih keci dari tingkat
signifikan (Sig.>0.05), maka model penelitian tidak dapat digunakan atau

model penelitian tidak layak
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3.5.2.7  Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menyatakan
hubungan fungsional antara variabel independen dan variabel dependen. Adapun

bentuk model regresi yang digunakan sebagai dasar adalah bentuk fungsi linear

yakni:
PMR;; = By + B KM i + B,KIA; + B3 KPy + B UKI; + BsUKA; +€;;
Dimana :
PMR : Pengungkapan Manajemen risiko
KM : Kepemilikan Manajemen
KIA : Kepemilikan Asing
KP : Kepemilikan Publik
UKI : Ukuran Komisari Independen
UKA : Ukuran Komite Audit
Bo : Konstanta
B1, B2, B3, P4, Ps : Koefisien
Eit : Standar Error
35271 Ujit

Uji nilai t digunakan untuk menguji sejauh mana variabel independen menjelaskan
variasi variabel dependen secara parsial (individual), Menurut Rasul dan Nurlaelah,
(2010:144) syarat uji hipotesis atau uji t yaitu sebagai berikut:

1. Hipotesis (Ha) diterima jika nilai probabilitas atau signifikan (Sig.<0.05).

2. Hipotesis (Ho) diterima jika nilai probabilitas atau signifikan (Sig.>0.05)



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

51  Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh kepemilikan
manajemen, kepemilikan asing, kepemilikan publik, ukuran komisaris independen
dan ukuran komite audit terhadap pengungkapan manajemen risiko pada industri
perbankan di Indonesia dengan periode penelitian 2013-2017. Hasil pengujian
menunjukan bahwa tingkat pengungkapan manajemen risiko belum sepenuhnya
dipatuhi oleh perbankan yang ada di Indonesia, ini terlihat dari nilai mean atau nilai
rata-rata pengungkapan manajemen risiko yaitu sebesar 0,5359 atau 53,59%. Hasil
pengujian hipotesis menunjukan bahwa variabel kepemilikan publik dan ukuran
komisaris independen berpengaruh positif dan siginifikan terhadap pengungkapan
manajemen risiko, sedangkan variabel kepemilikan manajemen, kepemilikan asing
dan ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen

risiko.
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5.2 Keterbatasan
Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu: penelitian ini hanya menggunakan
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan terbatas pada

pada periode 2013-2017 sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan.

5.3 Saran

Dari kesimpulan dan keterbatasan yang telah dikemukakan, maka penulis

menyarankan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Jumlah sampel yang dipilih sebaiknya bukan hanya dari industri perbankan
saja agar dapat mepertinggi daya uji empiris dan periode pengamatan yang
lebih panjang

2. Koefisien determinasi dalam penelitian ini sebesar 10,7% menunjukan variabel
lain yang tidak gunakan dalam penelitian ini yang mempengaruhi
pengungkapan manajemen risiko. Penelitian selanjutnya sebaiknya
mempertimbangkan untuk menggunakan atau menambahkan variabel lain
diluar dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini seperti komite
pemantau risiko, efektivitas komisaris independen dan lain-lain.

3. Bagi para calon stakeholder atau investor, hendaknya mempelajari dan
menganalisa kinerja perusahaan selama beberapa tahun belakangan untuk
melihat kemampuan perusahaan didalam pengungkapan manajemen risiko.

4. Bagi industri perbankan tetap mempertahankan dan menerapkan kepatuhan

terhadap pengungkapan manajemen risiko.
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